
 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 28 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 40 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BANYUWANGI, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 343 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan Penyusunan Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila 
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun 

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan; 

  b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2021 dengan menetapkannya dalam Peraturan 

Bupati. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 

Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1965 
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang;  

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4609); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah 
Daerah; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 

2017; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Di Wilayah Provinsi; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5941); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Inovasi Daerah; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal;  

33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat;  

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323);  
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36. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024; 

39. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020; 

40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan 
Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - 

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - 

Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan 
Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 225); 

42. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

43. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2020; 

44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

45. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi 
Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah;  
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47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi;  

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentang rencana 

pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata 
cara perubahan rencana pembangunan jangka 

panjang daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah 
daerah; 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 
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57. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

58. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan 

Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

59. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 
tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 

Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

60. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi 

Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2005-2025; 

62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;  

63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 
Tahun 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-

2024; 

64. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 
2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-
2025; 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 

Tahun 2020; 

68. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2021. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 40 TAHUN 

2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2021 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 
 

 

 
 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 9 Agustus 2021 
 

BUPATI BANYUWANGI, 

 
             Ttd. 

 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 
 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 9 Agustus 2021 
        

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 
 

    Ttd. 

 
MUJIONO 

 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 28  
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